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FUNGSI BINWAS KEMENDAGRI

(I) ~ Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan LU ND. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

terhadap penyelenggarazn Pemerintahan Daerah provinsi. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional
(2)  Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan : P PENg PENYEIENGg p

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebaggimana dimaksud pada Menjamin keberlangsungan pelay_anan & pemberdayaan masyarkat,
ayat () secara nasional dikaordinasikan oleh Menteri Eemhangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan
angsa
Pasal 374 POROS Pemerintahan &

(I)  Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala
lembaga pemerintah nonkementerian.

(2)  Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

pembagian Urusan Pemerintahan;

kelembagaan Daerah;

kepegawaian pada Perangkat Daerah; & Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara

keuangan Daerah; efektif, efisien, bersih berwibawa dim rangka memperkokoh NKRI

pembangunan Daerah; SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
pelayanan publik di Daerah; BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

kerja sama Daerah;

kebijakan Daerah;

kepala Daerah dan DPRD; dan

bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Palitik Dalam Negeri Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda

prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Penjabaran Program
Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi antar K/L secara terpadu

Gubernur, Bupati & Wali Kota mengelola dan memecahkan berbagai
isu strategis




EUDA

=/ DIGITAL

" "Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan urusan pemerintanan yang menjadi kewenangan daeran
Sebagar akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara
tertip, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperfatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfast untuk masyarakat yang diwujudkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” pEngawasan pEFENCaNaan

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan
APFL setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah
dengan kebijakan pemerintah pusat. prinsip penyusunan APFL kebjjakan
penyusunan APRL, teknis penyusunan APBL, dan hal khusus lainnya.

pelaporan penganggaran

Keuangaﬁ Daerah

pertanggungiawaban pelaksanaan

penatausahaan



BATANG TUBLH

“melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

AN NN

Pasal 3

I)  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target
dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

2)  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:

Pasal |

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

I. - Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi
pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

a.  mengalokasikan anggaran yang memadai guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b.  mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan
kemampuan pendapatan daerah;
c.  meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang
sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
Pasal 5
1) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi. kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan. belanja dan pembiayaan serta
dijabarkan ke dalam kelompok, jenis. objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Klasifikasi, kndefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan.
4)  Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:

a. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
b. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.

Pasal 2

1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
b. prinsip penyusunan APRD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.

2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal B

)
2)

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. agar memperhatikan penandaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Fungsi Pendidikan;

b.  Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik; t. Pengendalian Inflasi: , _ _ :

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM): g. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan; dan
h.
i

d.  Penurunan Stunting: Nomenklatur Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Papua.
e.  Penghapusan Kemiskinan Ekstrim: isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditormulasikan dan dapat diunduh melalui sistem informasi pemerintahan daerah.

4)

Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat () merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.




‘ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2075

Tema RKP Tahun 2075 Target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan FIORRES

"Akselerasi  Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada
kesinamhungan pemhangunan serta mengakumudasi atau Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

mempriuritaskan program-program presiden ’[EF|Ji|i|'I” 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong

Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi
Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi
Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan
Penyandang Disabilitas.

3. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah
di Dalam Negeri.

6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan
Kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan
Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.




‘ Kebijakan Fiskal 2023

Tema KEM PPKF TA 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan. ~ Untuk  mempercepat  akselerasi
transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah
pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber
daya manusia, pembangunan infrastruktur,  dan
peningkatan nilai tambah sumber daya manusia”

e

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2043
melalui:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja
produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi
pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan,
optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus
melakukan penggalian potensi.

Penguatan Well-being

untuk aspek penguatan We/-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarting TKD dan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatary spending
agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Konvergensi Antar Daerah

Untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah
sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan g/wba/ supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi
baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi
antar daerah.



MANDATORY SPENDING

N/  LRAAN |  BESWAN | KT |
B Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD paling lambat pada TA 2027.
dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
Daerah dan/atau desa
Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, paling lambat pada TA 2027
dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis

lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
' Belanja Waijib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak
yang telah ditentukan penggunaannya

a.  hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
b.  hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan

umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta
pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk
pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan
jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan
badan usaha

c. hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi paling rendah 0% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat

maupun bagian kabupaten/kota dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak
Rokok.
d.  darihasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan
lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah




PRINSIP PENYUSLINAN APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan
pendapatan daerah

APBD tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi

APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi

APBD disusun dengan berpedoman pada KUA
dan PPAS yang didasarkan pada RKPD

APBD merupakan dasar
Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam masa | (satu) tahun

anggaran APBD. perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan
dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

APBD disusun tepat waktu sesuai dengan
tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan

APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk  melakukan  penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah




PENYLISLINAN RKPD - APBD

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan
penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami
sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:
. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat
waktu sesuai peraturan perundang-undangan;

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA 2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari perangkat daerah dan dari Anggota
DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penetapannya mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

Yth. 1. Gubernur/ Walikota/ Bupati seluruh Indonesia

2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SUBAT EDETN 8. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi
NOMOR Z TAHUN 2024 . . . .
. Pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES (S”]D_Rl).
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi yang dapat

R e oo HCN INEIATUAN 2058 dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi

benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD: dan

KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD
TA 2025 maupun APBD Perubahan TA 2024, serta akan mengambil langkah-langkah
konkret Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar
peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal b huruf a, b, dan c Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan - tindakan Pencegahan,
Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
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REPUBLIK INDONESIA
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keuangan daerah berdasarkan asas keadilan, kepatutan, rasionafitas
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4, Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intemal Pemerintah Deerah

(APIP) dalam melskukan pengawasan pengelolaan Belanja Hibah dan

Bantuan Keuangan sesusi dengan fungsi dan  kewenanganrya

Iﬂl Demaua dan ditaksanakan

E
Idonesia,

PENYLISLINAN RKPD - APBD

d00.110/4473/84  Tahun 2024

Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri ~ Nomor

(tanggal 17 September 2024)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Menjelang
Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Poin Penting:

> Dalam hal alokasi belanja daerah telah terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan
dan/atau menyalurkan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan
daerah berdasarkan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi
masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau kelompok, serta
kepentingan politik dari unsur Pemerintah Daerah.

> Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan dimaksud, agar memperhatikan waktu
pemberiannya, sehingga tidak dimaksudkan untuk dianggarkan dan/atau disalurkan gquna
kepentingan pemenangan salah satu calon dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

> Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intemal Pemerintah Daerah (APIP)




Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode | (satu) tahun.

MENTERI DALAM NEGERI

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode | (satu) tahun.

Pasal 128

Pasal 78 REPUBLIK INDONESIA Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup: PERATURAN MENTER] DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; NOMOR 86 TAHUN 2017 b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

TENTANG

b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis
nasional;

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD:;

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN d. pEndahUh'Ian'
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 129
Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan
sistematika paling sedikit memuat:

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
E. penutup.

j.  perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pasal 95

Pembahasan RKPD kabupaten/kota Rancangan dilaksanakan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi;
dan

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan
kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 106

Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota:;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara kabupaten/kota.

Pasal 143

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

Pasal 230

(I) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu
indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 241

(I) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah kabupaten/kota harus dapat menjamin
agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke
dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan,
lokasi. dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEKA PANJANG
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

DEFINISI BELANJA (Pasal 43 PP 12/2019)

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait

Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan

daerah.

Pasal 1ab

[)  Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

2) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif
sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.

3) Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 57

[)  Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan
pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA.

2) Konsultasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.

3) Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belarja—tidak

langsung:
Pasal 158

[) Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;

2) Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
d) Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

4)  Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

£

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.



Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Rancangan Akhir RKPD
© o0 o0

Penetapan RKPD

Telaah Pokok-Pokak Pikiran Kab/Kota
(PL1 Minggu sebelum Musrenbang RKPD) / Minggu I11)

Musrenbang RKPD Kab/Kota (PL Minggu IV) TAHAPAN RKPD E APBD

Verifikasi kesesuaian Renja PD Prov dgn Pembahasan Rankhir RKPD
ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah (PL I Minggu setelah musrenbang
e penyampaian/Minggu IIl) RKPD/Minggu Ill)

Pravinsi (paling lama Minggu terakhir Mar) :
1
1

Des Jan Feb Mar Apr May

 Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RFJMD dan RKPD.
* analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; * Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah,
*  analisis kapasitas ril kI:BLIEiI'IgElI'I Dagrah kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
 Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas
pembangunan.

=
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- /_(Hé{/@f @'z//?{/iﬂﬁgﬁggfigcﬂfﬁirf{bj_ o Penyampaian ranc. Renja PD Kab/Kota Rankhir Renja PD Prov
; ke Bappeda (PL Minggu IlI) MUS"(E;Lh?AHQ RKPIE Prov (disampaikan PL | Minggu setelah
inggu 1) i
. Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD = Perkad t(tﬁ'RKPDIS;tetapkan)
e (dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka nage
Daerah ttg Renja PD) Penyampaian SE Gub. ttg Telaah Pokok-Pokok
Ranc RKPD Prov. kepada ~ Pikiran Prov (PLI Minggu
Bupati/Walikota sebelum Musrenbang Penetapan RKPD Prov
(PL Minggu Il RKPD) / Minggu |) (PLZ Minggu.setelah Fasilitasi)
Musrenbang RKPD (Minggu 1l
kﬂhupﬂtEI‘I/kD.tﬂ di kecamatan Ponyusunan Ranc. Vit e A0 Kaly/ o . .Rankhi_r Renja PI]_ Kab/Kota
p (PL Minggu 1) Erifikasi kesesuaian henja FL) kab/Rota Fasilitasi Rankhir (disampaikan PL | Minggu setelah
Bnyusunan RKPD Prov dgn ranwal RKPD (PL Z Minggu setelah RKPD Kab/Kata :
ranwal Renja PD (PL Minggu I1) ian)/(Mingau | i Perkada ttg RAPL dietapkan)
penyampaian)/ (Minggu |) (PL Minggu 1) (Minggu II)
Penyampaian SE KDH kepada : :
Penyusunan Ka PD ttg penyusunan Renja PE%ESET?(: EEEILED'E%TE Penyusunan Ranc. Fasilitasi Rankhir Penetapan RKPD Kab/Kota
Ranwal RKPD PD (PL Minggu ) RKPD Kab/Kota Rankhir RKPD RKPD Prov (PL1 Minggu setelah RKPD Prov
(Minggu | Des) (PL Minggu Il) (PL Minggu ) (PL Akhir Mei) (PL Minggu ) ditetapkan) (Minggu )

i- Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah
! dilakukan oleh  FPerangkat Daerah yang
\ membidangi pengelolaan kevangan UJaerah
' dan penerimaan pendapatan Uaerah dengan
1




KUA & PPAS Rancangan APBD Penetapan APBD

TAHAPAN RKPD & APBD

Penyusunan RKA

Verifikasi seluruh Rankhir Renja PD
(PL 2 minggu setelah penyampaian
Rankhir Renja PD) (Minggu IV)

i * Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program, kegiatan,
I subkegiatan, |okasi, pagu indikatif serta prakiraan maju & indikator kinerja
|
1
1
1
1

1: Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
1 Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

e 1
T

serta kelompok sasaran.
* Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan penyusunan RKA.

Rankhir Renja PD Kab/Kota
(disampaikan PL | Minggu setelah
Perkada ttg RKPD ditetapkan)
(Minggu 1)

1
1
1
1
1
1
1
1
* Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA harus dapat menjamin agar !
program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju !

& indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA. !
 Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan
| memastikan bahwa program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, pagu indikatif
Penetapan Renja PD |
1

1

PE"P:tBFB“ RKPD Kab/Kota serta prakiraan maju & indikator kinerja serta kelompok sasaran yang
(PL1 M'"QQU SEtﬂlﬂl_" RKPD Prov (PL1 bulan setelah Perkada disusun ke dalam RKA sesuai dengan Renja PD.
ditetapkan) (Minggu | RKPD ditetapkan) Minggul) ~/ TTTTTTTTToooooooommmmmmoooosooooomoooooos

Penyusunan Ranc KUA & Ranc

Kesepakatan Ranc KUA dan Ranc PPAS Penetapan Perda tentang APED

dan Perkada tentang penjabaran

Persetujuan bersama DPRD dan
Kepala Daerah

Kepala Daerah wajib mengajukan
, , rancangan Perda tentang
PPAS dﬂ(flg'fidv.'” Ap'l'; Daerah (PL Minggu I (Mfingqu 1/ Minggu V) APBD disertai penjelasan dan dokumen ~ (PL 1 bulan sebelum dimulainya TA APBD (PL akhir Des)
ngau ' pendukung kepada DPRD berkenaan)
(B0 Hari)

Penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD kepada DPRD

* KDH menyampaikan Ranc KUA & Ranc PPAS kpd DPRD
* KDH menyampaikan Ranc KUA & ranc PPAS kpd a)

Menyuisun RKA-SKPD Dan

______________________________________________________________________________

KELUANGAN

MDN & MENKEU bagi pemerintah provinsi;

b) Reviu APIP Daerah

Gubernur bagi pemerintah kabupaten/kota, untuk
melakukan penilaian

(PL Minggu 1)

Hasil penilaian disampaikan oleh Menteri kepada

Gubernur; dan Gubernur kepada Bupati/Wali Kota,
(PL 2 minggu setelah Ranc KUA & Ranc PPAS d|tEr'|ma) |

(Minggqu ll)

______________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

menyepakati bersama rancangan KA &
rancangan PPAS paling lama £ (enam)
minggu sejak rancangan KUA & rancangan i
PPAS disampaikan kepada OPRL /(5'/7,:-7/,9I
daerah  menetapkan  keputusan kgpﬂ/ﬁ.l
daeraly tentang KU dan FPAS. sebagai!!
dasar  penyampaian  rancangan /UEI'L/H:E
tentang APRD kepada DPRD untuk dibahas | ¥
dan disetyji bersama antara kepala daerah |\
dengan DPRD sesuai dengan  ketentuan
PEraturan perundang-undangan.

Dalam hal tﬂfdﬁpﬁt pﬁﬂﬁmbﬂﬁaﬂ.
kebutuhan  pengeluaran Hk/bﬂz‘:
keadaan darurat termasuk belanja ! .
untuk keperfuan mendesak, kﬂpﬁ/ﬁ .
SKPD dapat menyusun FKA-SKPD | !
di luar KUA dan PPAS i
Jalam  hal  terjadi  perubahan |
Struktur organisasi dan tata kerja i
(SOIK).  dalam  masa  transisi
penyusunan  ’KA-SKPD z//Ls*z/sz/ﬂ:
oleh TAPD atau TAFD /775'/71//7/1//%'
SKPD terkait. '

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja
Evaluasi Ranc Perda APBD & Ranc Perkada
Penjabaran APRD

Penyempurnaan Paling lambat 7 hari kerja
(sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
Penyampaian keputusan pimpinan DPRD
tentang penyempurnaan 3 hari kerja
setelah  keputusan  pimpinan  DPRD
ditetapkan



REVIU PENYUSLNAN KUA-PPAS & RKA -SKPD

Permendagri No. 10 Tahun 2018 —

o laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan

RKPD dan perubahan RKPD PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Menteri
¢ c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

untuk provinsi dan gubernur sebagai  wakil
pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang
ditembuskan  kepada  Inspektur  Jenderal
Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh)
hari  setelah  pelaksanaan  reviu  selesai
dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian
dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APRD.

RENJA PD dan Perubahan RENJA PD
L J

KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan
RKPD; dan

b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD

v  RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh
a. kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan tujuan:
dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan [) memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas
PPAS: dan penganggaran daerah;

2) meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi
dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan
terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan APIP sebagai guality assurance untuk
melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, rencana kerja SKPD. KUA-PPAS,
dan RKA-SKPD;

3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian; dan

4) memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.

b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah
dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.



Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD

o Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan  Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah provinsi telah
DPRD melalui badan anggaran. menindaklanijuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD provinsi:

e Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. [) Pemerintah Provinsi selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan
Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APRD. tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam

e Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan _ _
pemberian nomor register; dan

kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling
lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk /ard copy 2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Direktorat
dan saft capy. Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelaahan dengan

« Selanjutnya;-penetapan_atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum
berikut: ' diberikan nomor register; dan

3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan bagian dari tahapan yang

) dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yan
g ! ! i menerangkan ranperda c/earanceuntuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kemendagri.

bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD;

7) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari * Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota
sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD kabupaten/kota:
kabupaten/kata, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil [) Pemerintah kabupaten/kota selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib
penyempurnaan evaluasi: dan menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada

3) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomar register dari Menteri Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian
bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. nomor register;

2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melakukan penelaahan
dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan)
sebelum diberikan nomor register; dan

3) untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal,
menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomar register oleh Biro Hukum Provinsi.



PENYUSUNAN APBD DALAM HAL BERHALANGAN

KUA - PPAS

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

v" dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah
bertugas untuk:
 mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APRD.

v" dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
 menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
 menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

v" dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala
daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
 menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
 menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

v' dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang
bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk
menandatangani menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD.

v ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan

APBD.

v" dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk:
« menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
v' dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
« menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
v' dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
« menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
v dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
v' ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD.

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI APBD

v" Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:

v" dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;

v" dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi
provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan
evaluasi; dan

v" Perda tentang APRD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil
pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

PENETAPAN APBD

v" dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APRD:

v" dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

v dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD.



PERKADA APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

yusunan rancangan Perkada tentang APBD dimaksud memperhatikan:

« rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya. Angka APBD TA
sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya;

o dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD TA sebelumnya adalah
angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya;

o dalam hal pada TA sebelumnya pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah maka angka
pengeluaran APBD tidak termasuk angka pinjaman daerah pada TA sebelumnya;

« rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka
pemenuhan SPM, pemenuhan belanja wajib APBD, serta pendanaan urusan pemerintahan daerah
yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

o belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah
jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o belanja wajib APBD meliputi belanja Pendidikan, belanja infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja
yang bersumber dari pendapatan yang ditentukan penggunaannya;

o angka APBD TA sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
a) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

b) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



PERKADA APBD
DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETLJUAN BERSAMA

Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari Menteri
Dalam Negeri bagi provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

lntuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APRD

Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi

kabupaten/kota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD
disampaikan

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan
rancangan Perkada tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tentang APBD menjadi Perkada tentang APBD

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan dokumen formulir Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam

Negeri sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, maka rancangan Perkada tentang APBD TA 2023 tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pengesahan oleh
Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota



KONDISI TERTENTU

Perkada Pengeluaran setiap bulan atas belanja

NI
~——

CAJ
~——

wajib dan belanja mengikat

Dalam hal penetapan perda APBD mengalami keterlambatan, Kepala

Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar

seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk

mendanai keperluan mendesak meliputi:

a) belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar Pendidikan
dan kesehatan;

b) belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta
operasional sehari-hari.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk

mendanai keperluan mendesak ditetapkan dengan Perkada dan

berlaku hingga Perda APBD ditetapkan.

Berdasarkan perkada tersebut, PPKD segera menerbitkan SPD

sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap

bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 202a.



KONDISI TERTENTU

)

Pelaksanaan Pekerjaan/Pembayaran atas lkatan
Perjanjian/ Kontrak/Perikatan

dalam  rangka  pelaksanaan  pekerjaan/pembayaran  atas  ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada Tahun Anggaran berkenaan yang melampaui Tahun
Anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APRD.

tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melewati Tahun Anggaran
berkenaan diatur dalam peraturan kepala daerah.



«_—~terlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada

[ahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas

Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dengan
melakukan tahapan sebagai berikut:

pekerjaan yang telah diselesaikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima pada tahun
sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran, untuk menjadi dasar penganggaran dalam APBD Tahun
Anggaran 2024 dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan
serta kode rekening berkenaan;

mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran.

kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sebagai
dasar penganggaran dalam APBD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan
serta kode rekening berkenaan;

mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan

yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dapat terjadi akibat:

Kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (infracht) dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (/orce majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, dengan melakukan
tahapan sebagai berikut:




PERLUBAHAN APBD

oY} Pasal 316
[)  Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

UNDANG UNDANG KEPUBLIK IXDONESIA a.  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
e b.  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit antarkegiatan, dan antarjenis

PEMERINTAHAN DAERAH

belanja; organisasi,

o c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
{;ﬁ*'ﬁ: pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

Menimbang: a. bahwa sesuai denga_n Pasal l_ﬂ ;.\yat (7) Undang-Undang =

Detar Nepirs Semuble lndensi Tahun 1245 soeunandor. W d.  keadaan darurat; dan/atau

dalam Undang-Undang; BBL i D onESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan E kEEdEEn |L|E|’| hIESE
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Bap orang mengetahuinya, memerintahkan
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, :Unﬂ’-np: Undang 2 it -:Iene'm

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat L 912
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran F . . .
2)  Perubahan APBD hanya dapat dilakukan | (satu) kali dalam | (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara gean
Kesatuan Republik Indonesia; annya dalam Lembaran Negara Republik biE S E
c. bahwa  efisiensi dan  efektivitas penyelenggaraan i .
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 3)

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
honnetamgemen, e, sera pahang lan aniange i - lona - Cnoy ()
- penseenss e penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 00% (lima

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakarta

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  tidak sesuai  lagi  dengan fel puluh) pEI"SEn
perkembangan keadaan, Kketatanegaraan, dan tuntutan .
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu

diganti; DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Gl Bl sy Dl b Bt <, don Bt € per _ Pasal 27
\:/EIM.-\NUS[.-’\ . . .
— [)  Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316
SR STMUON ayat () disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan berakhir.

3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah
melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

4)  Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

LEMBARAN NECGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244

Salinan sesual dengan aslinya




Pasal |6l
2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b.
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat;
dan/atau e. keadaan luar biasa. Bagian Ketig

Pasal 162

[)  Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal |Gl ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: a.
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c.

perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah

4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan: a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; b. capaian Sasaran Kinerja
Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c. capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal
330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah, perlu  menetapkan
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang

Peraturan

Pasal 343

)

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka
ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan keaiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD. perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah
dengan ketua DPRD.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi. keadaan darurat, keadaan |uar biasa, dan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.




Perubahan RKPD Perubahan KLA & PPAS Penyusunan RKA Rancangan Perubahan APBD Penetapan Perubahan APBD
o0 o0 X X o
Penetapan Renja PD

Tahapan Perubahan RKPD & Perubahan APBD
(PL 1 bulan setelah Perkada ttg Perubahan RKPD

ditetapkan/Minggu Ill) .

Kepala Daerah menerbitkan SE tentang Perubahan Renja PD yang telah ditetapkan

pedoman penyusunan perubahan Renja PD. : menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam i
Verifikasi ranc Perubahan Renja PD | menyusun perubahan RKA !

(PL3 minggu setelah Perkada ttg Perubahan """t TTTTTToTTo oo
RKPD ditetapkan /Minggu 1)
Perumusan ranc perubahan RKPD Penetapan Ranc Perkada ttg Perubahan RKPD

(diselesaikan PL bulan Juni) (PL minggu Il bulan Juli
Penyusunan & Penyampaian Rankhir Perubahan Renja PD
Penyusunan ranc perubahan RKPD Fasilitasi Rankhir Perubahan RKPD (diselesaikan PL 2 minggu setelah Perkada ttg Perubahan
(dimulai PL awal bulan Juni) (PL Minggu ) RKPD ditetapkan)/Minggu |

WA U D -

— e Penyampaian rancangan perubahan KUA dan  Menyampaikan ranc Perda tentang perubahan APBD & ranc
L;;:;;?f:;g;ﬂ;Ipsrizr?::?; rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Peraturan Dderah tentang Perkada tentang penjabaran perubahan APBD  kepada
(Minggu ) kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah Perubahan APBD kepada DPRD Menteri/gubernur untuk dievaluasi
o Penyampaian Rancangan Perubahan KUA  dan * Paling lama 1 hari kerja Evaluasi Ranc Perda Perubahan APBD
Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah & Ranc Perkada Penjabaran Perubahan APRD

EE kepada DPRD o Penyempurnaan PL 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil
= (PL Minggu 1) evaluasi)

= Pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Persetujuan Bersama Kepela ~ *  Penyempaian kEpu.tusar? pimpinan DPR.D _ tentang
= atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Daerah dan DPRD penyempurnaan § hari kerja setelah keputusan pimpinan DFRO

(PL 3 Bulan sebelum TA berkenaan ditetapkan
berakhir) (30 Sep)

Penerbitan SE Kepala Daerah, Penyusunan RKA-SKPD & Penetapan Perda Perubahan APRD
Perubahan DPA-SKPD serta Penyusunan Raperda Perubahan
APBD & Raperkada Penjabaran Perubahan APBD
(Minggu I11)

(PL Minggu Il)




LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

° - .
3 . Realisasi Sisa Anggaran s.d .
o 3 Kode Rek. Uraian Anggaran Semester | P ggt I Prognosis ¢ Keterangan
* ) SALINAN emester emester
o Pendapatan XXX XXX XXX XXX
REP.lBLIN"l&JDngES'A
Belanja XXX XXX XXX XXX
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEI‘I‘IIJiEyEIEI'I XXX XXX XXX XXX
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - S f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Realisasi: Sisa Aﬂggﬂrﬂﬂi PFDQHDSiSZ
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal * Eapalﬂn tﬂFgEt pEndapatan Sd B[I ]um ’ targEt pEndapatan Sd 31 []ES ’ PFUYEkSI Eapalﬂn tﬂrgEt pendﬂpﬂtﬂn I JUlI Sd Bl dES
}3;30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang o BE'EHJH [‘Ut||'| S_d 3[] JU|'|| o SlSE hElEI’IJE [‘I_ItII'I S,d 31 []ES i PFUyEkS| EE|EI‘IJE FUtm S.d EI DES
merintahan  Daerah, erlu menetapkan Peraturan . . . . . . . . . . . .
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah; o belanja atas kinerja 100% per 30 juni « Uisa belanja atas kinerja 100% s.d 31 Des o [ptimalisasi sisa belanja
o belanja atas pekerjaan yang sedang o Sisa belanja atas pekerjaan yang sedang e belanja atas pekerjaan yang sedang berjalan
Pasal 160 berjalan s.d 30 juni berjalan di semester Il « belanja atas pekerjaan yang belum dilaksanakan
()  Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi o Pembiayaan daerah per 30 juni * Pembiayaan daerah di semester || o belanja atas pekerjaan yang di 2armarted
, o Silpa tahun anggaran sebelumnya
semester pertama APBD dan prognosis untuk B P 4 Y

(enam) bulan berikutnya.
(2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir

Pasal 345
(I) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.

(2) (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada

bulan Juli tahun anggaran berkenaan REPUBLIK INDONESIA ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal IE' PERATURAN MENTil;IMDOA;.:l:-lli\iGUE;l;‘l:f;UELIK INDONESIA PESEI 355

() Llaporan realisasi semester pertama APBD o o P e o LA (2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi PEMBANGLINAN DAERA, TATA CARA EVALUASI EANCANGAN PERATURAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
da S a r‘ pE r‘LI h H ha n APBD DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
» program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

e capaian sasaran kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam <——

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
* capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan

Perkembangan yang tidak antar jenis belanja

sesuai dengan asumsi KUA

E—— (eadsan ~ yang
menyebabkan  SiLPA

Kepala daerah memformulasikan
KLA : :
perkembangan yang tidak sesuai dengan
<«—— asumsi KUA ke dalam rancangan
ditetankan sebel perubahan KUA serta perubahan PPAS
etapkan setelumrya berdasarkan perubahan RKPD

Dalam rancangan  perubahan
disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang

o Pergeseran anggaran terdiri atas:
[) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme

perubahan APBD;
7) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

o penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

tata cara penganggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang

PERUBAHAN APBD L 8 , tsaETJLllaTumnya angaz;iz —>  penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada

digunakan dalam tahun

pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam

berjal
| fAnggaren AErjalen laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Keadaan Luar Biasa
| Keadaan Darurat —— .

o perubahan APRD hanya dapat dilakukan | (satu) kali dalam | (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa.

 keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APRBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%

o ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam peraturan kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
ditampung dalam perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang
melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD TA 2073

pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang
memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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v Pergeseran
menyebabkan perubahan APBD mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD

anggaran yang

ANTAR SUB
KEGIATAN

dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk
keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran  APBD dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD.

Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan
sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan
daerah tentang perubahan APRD TA 2025 atau
ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi
daerah yang melakukan pergeseran  setelah
perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan
APBD TA 20725.

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD

pergeseran dilakukan melalui perubahan
RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya
dilakukan perubahan peraturan kepala
daerah  tentang  Penjabaran  APBD
dan/atau perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran perubahan

APBD:

pergeseran yang tidak menyebabkan

perubahan APBD tidak dapat dilakukan

untuk  kelompok  belanja  modal
dikarenakan mengubah target kinerja dan
rencana  kebutuhan  BMD,  kecuali
memenuhi  kriteria  kondisi  darurat

termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pergeseran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD yang dilakukan sebelum
perubahan  APBD  ditampung  dalam
perubahan peraturan daerah tentang
APBD atau ditampung dalam laporan
realisasi anggaran bagi Pemerintah
Daerah yang telah menetapkan perubahan
APBD atau tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025

s

7

ANTAR OBIJEK

N

7~

ANTAR
RINCIAN OBIJEK

N\

ANTAR
SUB RINCIAN
OBJEK

ANTAR
URAIAN SUB
RINCIAN OBIJEK

y




Keadaan Darurat

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Ratas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu
status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap
darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan

tahap tanggap darurat selesa. :
o\

‘WARMING

PERLBAHAN APBD

Keperluan Mendesak

[)  kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2)  Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
a)  Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(I) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan
gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet

b)  Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan

dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh

tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3)  Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

4)  Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

)

Keadaan Luar Biasa

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari a0% (lima pulub persen).
Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan
|uar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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‘ Struktur APBD

BELAN.JA DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

BELAN.JA OPERASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

o Belanja Pegawai

o  Pajak Daerah

o Belanja Rarang dan Jasa

o Retribusi Daerah

o Belanja Bunga

o  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

o Belanja Subsidi

Lain-lain PAD yang Sah

o Belanja Hibah

PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

o Belanja Bantuan Sosial
Belanja Imbahan Hasil

Pendapatan Transfer Antar Daerah

BELAN.JA MODAL

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

 Belanja Modal Tanah

Pendapatan Hibah

 RBelanja Modal Peralatan dan Mesin

e DanaDarurat

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

o Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan Irigasi

o Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan,
*kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan,

Belanja Modal Aset Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA

o Belanja Tidak Terduga

BELAN.JA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil

 Belanja Bantuan Keuangan

Y am
PEMBIAYMNDAERRH | & © 1
PENERIMAAN PEMBIAYAAWN R |}
 Sisa Lebih Perhitungan MSEIJEIUMnya
o Pencairan Dana Cadangd—
e Hasil Penjualan KekayaaNENEINanollbisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah™

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

* Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-lindangan

Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)**

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah™*

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Daerah

o  Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo™

Pemberian Pinjaman Daerah

» Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-lindangan

»  Pembentukan Dana Abadi**
»  Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah™*

30



‘ Pendapatan Daerah - Kebijakan Umum

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam | (satu) TA.
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Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana
Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan
pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan
pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa
(ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening
desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor B Tahun 2014 tentang Desa yang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek. dan
subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan
menurut jenis, objek. rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pajak Daerah

»  Pajak Kendaraan Bermotor (PKR)

BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BENKE)

o Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
o Pajak Air Permukaan (PAP)

o Pajak Rokok

‘ Pendapatan Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah e Pajak Hotel*

o  Pajak Restoran™
e Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKR, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB. dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 |« Pajak Hiburan*
(tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 yaitu 0 Januari 2025 sebagaimana dimaksud | Pajak Reklame*

dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 2022. e Pajak Penerangan Jalan™
o Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: . E;i;t i?rr?arnah (PAT)

. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah; e Pajak Sarang Burung Walet

2. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah. proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan |« Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. '« Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang e Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTR)
mendasari penyusunan APBN; dan o Pajak Alat Berat (PAB)

3. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam |«  Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLE)
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

o [psen Pajak Kendaraan Bermotor (PKR)

o [psenBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
. Retribusi Daerah

e Retribusi Jasa Umum

e Retribusi Jasa Usaha

e Retribusi Perizinan Tertentu

* Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan

retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

o Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan
tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
2. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan keterangan:

3. Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah “kadefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
kabupaten/kota **kadefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.



‘ Pendapatan Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah LIRS
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Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan: oo he 3
. . | SVOYS
* Pemberian keringanan. pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok o Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukanglhak“ketﬁ dalam
dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan: -/\ﬁ Co

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022; Al

a. kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksdan dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak
menambah beban wajib retribusi;

o Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor | Tahun

2022

o [Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang !
diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh
kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

. penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara
bruto; dan

o ) o c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara

a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada,
b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau
penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh

waijib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;

sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

o Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus
melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi,

d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan
dan/atau retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan

berbasis teknologi.

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 01 Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.



Pendapatan Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:

)

2)

Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKR terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah
administrasi bersangkutan;

Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan
besaran pokok PKB dan BBNKR dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;

Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), waijib pajak membayar Opsen PKB
dan Opsen BBNKR bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal
satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan” adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BENKB
dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (spht payment) secara
langsung atau otomatis;

Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan

Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan
pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:

)

2)

3)

Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;

Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan
bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud
dengan "bersamaan” adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui
mekanisme setoran yang dipisahkan (sg/i payment)secara langsung atau otomatis; dan

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
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Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum,
dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan
penjelasan:

)

PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotar;

retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan

retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya
mempertimbangkan hal sebagai berikut:

)

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin
dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai waijib pajak; dan

perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan
perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



‘ Pendapatan Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah b " TEe

o Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah

kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi
pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BENKB, Opsen BBNKR. Pajak MBLB.
dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:

[) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara
provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB,
Opsen PKB., BBNKB. dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah
kabupaten/kota tersebut berada.

2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota
dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dan
Pasal 101 Undang-undang Nomor | Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:

[) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau
waijib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya,
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi,
dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran
atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
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Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kehérsihﬁpﬁemperhatikan
biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan

sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Pemerintah
daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai BMD.

Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak
kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan
bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor |

Tahun 2022.

Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD
daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari
penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur
dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal a0 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2028.
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Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah g, )
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 Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit [0% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
* Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
[) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan
atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBL).

* Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok 2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:
Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan a) minimal berupa: 1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan 2) operasi
kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. pemberantasan rokok illegal, diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk
1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: membiayai kegiatan dimaksud.

a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk
kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam

b) pajak rokok digunakan untuk pendanaan program JKN sebesar 70% dari 00% dari realisasi penerimaan pajak rokok pelaksanaan bidang penegakan hukum.

bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,0%.

c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka
v kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan,
v perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan

« Penggunaan atas hasil penerimaan PAT
Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan,

v tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPL) dan Bukan Pekerja (BF) yang didaftarkan pemerintah daerah penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah
dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas Il dalam kepesertaan program JKN kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
menuju Liversal Health Loverage (UHC), I) penanaman pohon;

v selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah 7) pembuatan lubang atau sumur resapan;

daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas |ll, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang
mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas Il dan
tunggakannya serta kontribusi peserta PB.

3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
4) pengelolaan limbah.



‘ Lain-Lain PAD Yang Sah

Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD
dengan penjelasan:

) Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1a Tahun 2023 tentang Provinsi Bali

2) Hasil pengelolaan DAD:

a) merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko
penerimaan yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi pendapatan daerah berdasarkan Pasal 163 ayat
(3) Undang-Undang Nomor | Tahun 2022;

b) hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi
prioritas daerah;

¢) hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat
lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

d) dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk: menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya
sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan.

f) penggunaan DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
Hasil Pemantaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Kerja Sama Daerah

Jasa Giro

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Bunga

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Penerimaan Komisi. Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan BLUD

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)*

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda

Pendapatan Zakat, Infag, Shadagah, dan Wakaf

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Pungutan Bagi Wisatawan Asing™™

Hasil Pengelolaan DAD**

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan™*

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.



‘ Pendapatan Transfer

- Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap
tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi
dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

« Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan
perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan

rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu

dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

- Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi
yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi
TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam
Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan™

Dana Insentif Daerah™

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
Dana Keistimewaan

Dana Desa

Dana Insentif Fiska
Dana Bagi Hasil**
Dana Alokasi Umum™*

Dana Alokasi Khusus™*

|**

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.



* Pajak Penghasilan,

‘ Pendapatan Transfer - DBH

DBH - PAJAK
DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 20 dan Pasal 23 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

v Vv ; v Vi

v

Pajak Bumi dan Bangunan
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari
penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan

Cukai Hasil Tembakau.
DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari

penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri

Pendapatan DBH:

« DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;

o DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan
Ratubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan

o DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

dianggarkan berdasarkan:

alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi
TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau
berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UL mengenai APBN atau Peraturan Presiden
mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal
Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA
sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya
atau perkiraan realisasi penerimaan negara.

Dalam hal alokasi berdasarkan UL mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi
atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025
termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah
penetapan Perda mengenai APBD TA 20235, pendapatan alokasi ditampung penganggarannya
pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

Dalam hal alokasi pendapatan DBH-CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan
presiden mengenai rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-CHT yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur
tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah
penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian
penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA
2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025
atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2025.



. Pendapatan Transfer - DBH

Penggunaan DBH - CHT

Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya
berdasarkan Pasal BBA ayat (1) Undang-Undang Nomor If Tahun 1330 tentang
Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal b4
ayat () Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

1) mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi:
a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
b) penanganan panen dan pasca panen;
c) penerapan inovasi teknis; dan/atau
d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
2) pembinaan industri, meliputi
a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau;
b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah;

t) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri
hasil tembakau; dan/atau

d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau.

3) pembinaan kualitas lingkungan, meliputi:
a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau
b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.

a) pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:
a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal;
b) operasi pemberantasan barang kena cukai illegal; dan/atau

c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena
cukai ilegal.

B) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN,

dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.



‘ Pendapatan Transfer - DBH

DBH - SDA

Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2024 yang ditetapkan dalam peraturan menteri
keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025. DBH-SDA merupakan
dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan:

o SDA -KEHUTANAN

|. DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran |zin Usaha Pemanfaatan Hutan

Iy

\ 4

v

(IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
2. Dana Rebaisasi (DR).

Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota,
pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025

« SDA - MINERBA
« 3DA - MIGAS T

v

« SDA - PANAS BUMI
* SDA - PERIKANAN

o SDA - pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Praovinsi
Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh

Pendapatan DBH:

o DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;

o DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan,
Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan

o DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

dianggarkan berdasarkan:

alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UU mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi
TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau
berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi dalam UL mengenai APBN atau Peraturan Presiden
mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal
Kemenkeu TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi TA 2025 berdasarkan alokasi TA
sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya
atau perkiraan realisasi penerimaan negara.

Dalam hal alokasi berdasarkan UL mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi
atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal Kemenkeu TA 2025
termasuk pendapatan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah
penetapan Perda mengenai APBD TA 20235. pendapatan alokasi ditampung penganggarannya
pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

Dalam hal alokasi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai
rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya
dan/atau penggunaan sisa alokasi TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD
TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan
mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang
melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA)
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



Pendapatan DBH:

o DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;

o DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan
Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan

« DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

‘ Pendapatan Transfer - DBH

Penggunaan DBH Lainnya - DBH Sawit

a. Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.

b. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
c. DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

d. DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

dianggarkan berdasarkan: Penggunaan DBH Sawit

o Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam a. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan
undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan
ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

o Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai
APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi
alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2023, pemerintah
daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya b. Pendapatan dana bagi hasil perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena
dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2023. pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan
presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-
DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih
salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya,
diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi
pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan
APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 20Z5.



‘ Pendapatan Transfer - DAU

o RBagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana

serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAL, untuk mendukung

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi <———

DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomar | Tahun 2022 dan
Pasal B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

Bagian DAL yang ditentukan penggunaannya untuk:
1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
a)  mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
b)  mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah
dalam urusan layanan umum.
2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah. dihitung berdasarkan capaian
kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah,

dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani
peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAL yang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal Bo Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2073.

Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi penggunaan DAL dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Dalam hal terdapat sisa bagian DAL yang ditentukan penggunaanya TA 2024, pemerintah daerah menganggarkan
kembali sisa bagian DAL yang ditentukan penggunaanya TA 2024 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang
sama.

Pendapatan DAL terdiri dari:

Ragian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya

DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat
kinerja capaian layanan daerah.

dianggarkan berdasarkan:

Pendapatan DAL dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya
dalam Ul mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut pravinsi
dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan
informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam LU mengenai
APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAL atau berdasarkan
informasi resmi alokasi DAL yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAL TA
2075 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

Dalam hal alokasi pendapatan DAL berdasarkan UL mengenai APBN atau peraturan
presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi
DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima
setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAL
ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.



‘ Pendapatan Transfer - DAK

dianggarkan berdasarkan:

* alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam UL mengenai APBN atau berdasarkan

rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam
peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal pendapatan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi
TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau
berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan
rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda
tentang APBD, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan
penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada
tahapan rancangan Perda tentang APBD.

Dalam hal alokasi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden
mengenai rincian alokasi atau berdasarkan informasi resmi alokasi yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur
tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi TA sebelumnya, diterima
setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan
penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan mendahului Perda tentang
perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi
pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung
dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2025.

Pendapatan DAK terdiri dari:
« DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan

publik di daerah.

« DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

« Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di
daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan
tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan
oleh pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan
tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik,

Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah,
kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, pemerintah daerah
dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik
yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi. kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2025.

Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK. baik untuk
realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur
penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam
penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (I0), dan outcome,
rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan
mempertimbangkan urgensi.



Pendapatan Dana Dtonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:
e Provinsi Papua, terdiri dari:

‘ Pendapatan Transfer - OTSLUS

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.

Daerah tertentu yaitu Provinsi Aceh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Il Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Dtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pendapatan Dtonomi khusus untuk Provinsi Aceh terdiri dari:

I) tambahan DBH minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Aceh yaitu bagian dari pertambangan minyak
sebesar 00% (lima puluh lima persen) dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen); dan

2) Dana Otonomi Khusus yang merupakan penerimaan Pemerintah Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke 13 (lima belas) yang besarnya setara dengan 2% (dua persen)
dari plafon DAU nasional dan untuk tahun ke |6 (enam belas) sampai dengan tahun ke 20 (dua puluh) yang besarnya setara
dengan 1% (satu persen) dari plafon DAL nasional.

Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Praovinsi Papua terdiri atas:

1) DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam sebesar selisih antara 70% (tujuh pulub
persen) bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

2) Dana Otonomi Khusus terdiri atas:

a) penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU Nasional.
b)  penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1.25% (satu koma dua
lima persen) dari plafon DAU Nasional.

3) Dana Tambahan Infrastruktur (DTl) yang besarnya ditetapkan antara pemerintah pusat dengan DPR berdasarkan usulan
provinsi pada setiap tahun anggaran.

. Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi;
7. Dana Otonomi Khusus; dan
3. Dana Tambahan Infrastruktur.

* Provinsi Aceh, terdiri dari:

. Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan
2. Dana Otonomi Khusus.

dianggarkan berdasarkan:

a. alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian

alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden
atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Otonomi Khusus 2025 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan.

. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Otonomi Khusus dalam undang-

undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Otonomi Khusus
atau berdasarkan informasi resmi alokasi Otonomi Khusus yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan
Otonomi Khusus TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.

. Dalam hal alokasi pendapatan Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang mengenai APBN

atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Otonomi Khusus atau berdasarkan informasi
resmi alokasi Otonomi Khusus yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA
2023 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan
sisa alokasi Otonomi Khusus TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD
TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan
Otonomi Khusus mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan
OPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi
pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



‘ Pendapatan Transfer - DAIS

Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran penerimaan Dana Keistimewaan, yaitu:

[)  disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berdasarkan rencana induk yang
ditetapkan dengan Perda.

) selain rencana induk, dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program kegiatan
kabupaten/kota sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan disinkronkan dengan rencana kerja K/L.

3) rencana program dan kegiatan atas penggunaan dana keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi:

[)  tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

NI

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

=~ ©ca

pertanahan; dan

)
) kebudayaan:
)
)

0

Dana Keistimewaan untuk urusan keistimewaan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan
yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan.

tata ruang.

Kewenangan urusan keistimewaan untuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan
oleh kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan.

Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:
e Provinsi Papua, terdiri dari:
. Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi;
2. Dana Otonomi Khusus; dan
3. Dana Tambahan Infrastruktur.
e Provinsi Aceh, terdiri dari:

. Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan
2. Dana Otonomi Khusus.

dianggarkan berdasarkan:

a. Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap
tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan
dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana
Keistimewaan 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Keistimewaan dalam undang-
undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Keistimewaan
atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Keistimewaan yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi
pendapatan Dana Keistimewaan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya. dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.

c. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Keistimewaan berdasarkan undang-undang mengenai APBN
atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Keistimewaan atau berdasarkan
informasi resmi alokasi Dana Keistimewaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi Dana Keistimewaan TA sebelumnya,
diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan
penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Keistimewaan mendahului Perda tentang
perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA
2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda

mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.



‘ Pendapatan Transfer - Dana Desa

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.

Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang | Tahun 2022 dan Pasal 71
Peraturan Pemerintah Nomar 87 Tahun 2023, yaitu:

[) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2) selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan
fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan

3) rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

4) petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan

Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa
melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN
berpedoman pada Instruksi Presiden No | Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN
dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal. dan transmigrasi mengenai rincian
prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.

Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari
APBN.

dianggarkan berdasarkan:

« Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya

dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan
dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD
TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang-undang
mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau
berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi
pendapatan DD TA 2020 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.

Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau
peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi
alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025
termasuk penggunaan sisa alokasi DD TA sebelumnya, diterima setelah penetapan
Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian
penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang perubahan APBD
TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan
perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.



‘ Pendapatan Transfer - Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian  kinerja
pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan
umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis
nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana
atau fasilitas tertentu.

Dasar Penganggaran

Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang
ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau
rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau
berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 202a
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal
dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai
rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi
alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan TA 2023, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan
Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 202a.

Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-
undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi
Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif
Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025,
diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2075, pemerintah
daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana
Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang
melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2024 atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda

mengenai APBD TA 202a.
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‘ Pendapatan Transfer - TDF

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam
rangka pengelolaan keuangan negara.

DBH dan/atau DAL yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan
DBH dan/atau DAL yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar
dan tambahan DBH.

TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi
pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai
bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank
Indonesia.

Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas
TOF.

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada
Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase
remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil
remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKLD.

Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:

perbaikan pelayanan publik;

infrastruktur;

dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
investasi; dan/atau

penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menter.

Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa fo/ding period atau setelah
masa /o/ding period

Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa fulding period dapat dilakukan dalam hal
terdapat:

[)  kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;

2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar
sampai dengan akhir TA sebelumnya; dan/atau

3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa /o/ding perioddapat dilakukan dalam hal:
[)  Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau

d) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui
mekanisme:

[)  perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;

7) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau
3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.

Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, pemerintah daerah dapat menggunakan dana TDF
untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan pengelolaan dana TDF memedomani ketentuan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.



‘ Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil

suMBer BAGIHAsi P Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah
provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD
pemerintah provinsi TA 2025.

CONDITIONAL )

Dalam hal:

o penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarannya didasarkan pada
penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023 .

 [alam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi
akibat pelampauan target TA 20245, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APRD TA 2025.



‘ Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan

* Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka
kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

[) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama

\ o Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

Z) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

» Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
[)  bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
d) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
4)  bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

o Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 ditetapkan,

Pemerintsh Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan laerah tentang Perubahan APED T4 2075 atsu ditampung dalam [/ bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APRD T4 7075

o Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 ditetapkan,

Pemerintsh Jaerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD T4
275 dan diberitatiukan kepada Pimpinan DPRL, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APED T4 2075 atau ditampung dalam LI/
bagi Pemerintsh Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD T4 2075




‘ Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

e lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan
daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Pendapatan bagi hasil pemegang lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan
Ratubara.

)

4)

pendapatan bagi hasil pemegang lzin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan
Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomar b Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal |6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
pemegang |UPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib
membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada pemerintah
daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1.a% (satu
koma lima persen), pemerintah daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar Z,0% (dua koma lima
persen), dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen).
bagian pemerintah daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun
diterbitkannya [UPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

o Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Provinsi Bali
Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima
Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat

(3) huruf (b) Undang-Undang Nomar 13 Tahun 2023.

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam
Negeri

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam
Negeri/Luar Negeri

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis™

Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis™**

Dana Darurat™

Dana Darurat®

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral
Logam dan Batubara™*

Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat™™
Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi**

Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi**

Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah
Aceh™™

Pendapatan Pembayaran Tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPZB) Generasi [.**
Pendapatan Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan [UPK pada Tahap
Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing™*



1)

‘ Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

Pendapatan bonus produksi panas bumi

bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi
pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 Undang-Undang
Nomar 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan
mempertimbangkan:

a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada |
(satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.

pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016,
diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:

a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar
a0% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;

b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar
daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;

t) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur
antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM).
pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih,
pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan

d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a). huruf (b) dan huruf (c) diatur lebik
|anjut dengan Perkada.

* Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Aceh

I) pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi atas pengelolaan Bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh
berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor Il Tahun 2006 dan Pasal 70 dan Pasal 7| Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;

2) pendapatan bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil (graduction sharing contrach
waijib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 30% (lima puluh persen); dan

3) pendapatan bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam
kontrak bagi hasil (zroduction sharing contracd wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 0% (lima puluh
PErSEN).

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Zumpsum Paymeni) Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi |.

Penerimaan ini terdiri dari PBB (IPEDA), pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh pemerintah pusat dan pungutan
administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 43 Tahun 1981 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batu Bara Antara Perusahaan Negara
Tambang Batu Bara Dan Kontraktor Swasta.

Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman
Modal Asing.

Pendapatan ini diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang |UP dan IUPK pada tahap
kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor B Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Ratubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



. Belanja Daerah - Kebijakan Umum

+ Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang
konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

 Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan
pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:

pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;

pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD
berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan
umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;

pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada
sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;

pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan
kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan
pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan

pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat
daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Relanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah,
penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan waijib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan
publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran
pada TA sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan waijib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan waijib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah
tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



‘ Kebijakan SHS dan ASR (1)

« RBelafija daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar
teknig dan SHS sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daergh selain urusan waijib terkait pelayanan dasar berpedoman pada ASR dan SHS sesuai ketentuan PULL.

o Standdr harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja
aparatur sipil negara pada pemerintah daerah.

 OStanflar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan SHS dengan mempertimbangkan kebutuhan,
kepafthan dan kewajaran.

o Stand@hr tunjangan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah disusun dengan paling sedikit
mem@ertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan

 ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap
program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

 ASBBersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan Perkada.

Standar harga dan ASB digunakan pada tahapan:

. perencanaan, digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(musrenbang). penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD),
dan RKPD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik masyarakat, aparatur, dan/atau

DPRD fokus pada kinerja;

2. penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bertujuan untuk
menganalisis ~ kewajaran  antara  beban  kerj@  dan  biaya  atas
program/kegiatan/subkegiatan; dan

3. pengawasan, digunakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada saat aktifitas
pengawasan yang bertujuan untuk menentukan batasan kewajaran antara beban kerja
dan biaya atas program/ kegiatan/subkegiatan.

SHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga
Satuan Regional, yang mengatur standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya
perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar
kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.

Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya
perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar
kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga
Satuan Regional.

Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya
honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan
satuan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan,
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar
Harga Satuan Regional.



‘ Kebijakan SHS dan ASB (2)

Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

| batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan
kerja perangkat daerah;

2. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

3. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Pemerintah daerah dapat menganggarkan honorarium atas pengelola
keuangan daerah selain kepala daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomaor 77 Tahun 2020 yang pengelola keuangannya tidak diatur
dalam standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai SHSR, dengan penetapan
besaran standar biaya memedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai SHSR yang ditetapkan dengan Perkada;

Standar harga dan ASB harus dilakukan reviu oleh APIP sebelum
ditetapkan dengan Perkada. Dalam melakukan reviu, APIP dapat
melibatkan unit kerja pengadaan barang/jasa.

]

« Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

2. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar.

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat atau
pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah:

. memedomani ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah; dan

pemberian insentif ditetapkan dengan Perkada, dengan besaran
memperhatikan prinsip  efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran;

N

Standar harga dan ASB diimplementasikan dalam aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI).



* Penganggaran belanja pegawai bagi:
[)  kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
2)  pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

‘ Belanja Pegawai

* belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala
daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

« pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

[)  kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan
pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;

Z) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan; dan

3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

« belanja pegawai diluar tunjangan guru yang

dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari
total belanja APBD.

Belanja pegawai termasuk untuk ASN, kepala
daerah, dan anggota DPRD, serta tidak
termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber
dari  TKD  vyang  telah  ditentukan
pENggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan
melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah
daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD
paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

«  Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

«  Belanja Tambahan Penghasilan ASN

«  Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja baji dan Tunjangan KDH/WKDH

«  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

«  Belanja Gaji dan Tunjangan MRP*

e |arangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek
belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.

« larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja
pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

o  Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe™

«  Belanja Pegawai BOS™

«  Belanja Pegawai BOSP

«  Belanja Pegawai BLUD

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktitkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktitkan.



Belanja Pegawai - Gaji & Tunjangan

‘ j g j l g e [aji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran
jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan
dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau
upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN
Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran
pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan
penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomar
09 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

* Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji
ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

 Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belan;ja
pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi
kewajiban penggajian  pengangkatan PPPK pada tahun
sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan
urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Dalam  melakukan  perhitungan  kebutuhan  anggaran
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil
kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan
PPPK.  Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan azress yang besarnya maksimum 2,0%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji

pokok dan tunjangan.
 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala * penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi
daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APRD TA 2025 kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan PPPK) pada APRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



. Belanja Pegawai - TPP

o Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN
pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan
kemampuan keuangan daerah.

o Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD
dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:

penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya:;
pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TRP ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
tersebut pada angka 3). menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;

dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani
ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam | (satu) tahun anggaran termasuk
untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA
berikutnya;

Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti
ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prinsip Pemberian TPP

8)
d)

Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektit dan
efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban pegawai.

Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan
dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa
keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin
kesejahteraan ASN.

Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas
yang dinilai melampaui beban kerja normal;

Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;

Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka;

Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi;

Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.



Belanja Pegawai - TPP

Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025

)

2)

Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi
mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.

Menggunakan perhitungan fasic TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang
masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau
indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya,
dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang
diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan
tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun
yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.

Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan
objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam
kriteria pertimbangan objektif lainnya;

Ragian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
a) jasa pelayanan;

b) tambahan penghasilan quru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG). tambahan penghasilan guru (Tamsil
Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan

c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria
pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas
dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi
tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi
daerah yang bersumber dari APBD.

RBesaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak
dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK;

Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta
untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik
daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada
pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang
milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik
daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat
atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan
mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan
untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah.

Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN
mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis
yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai
dengan ketentuan:

a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah |ebih kecil dari sekretaris daerah namun
|ebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;

b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan
fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan
pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.



. Belanja Pegawai - TPP

Kebijakan TPP ASN TA 2025

)

Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA
2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem
Monitoring  Evaluasi  Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA
Kemendagri) apabila:

a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan

setiap bulan dalam | (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;

b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak
terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam |

(satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025
kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN

setiap bulan dalam | (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;

pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN
penerima PP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah
daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah
berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau

Inspektorat/APIP.

Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2023

)

2)

CA
~

Pemerintah daerah mengajukan permohanan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah dengan tembusan Riro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat
pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja. prestasi kerja,
tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan evidence kedalam aplikasi SIMONA
Kemendagri.

Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro
Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.

Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP
ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja. prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya
sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.

Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi
atas TPP ASN TA 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;

b)  kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;

) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan

d)  kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN,

melalui SIPD-RI.

Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan
hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan
pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan

pemberian TPP ASN.
Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025;

Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja. kondisi kerja, prestasi kerja, tempat
bertugas. dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui
besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA
2023, Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.



Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan
daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

‘ Belanja Barang & Jasa - Barang (1)

« Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan
kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh
kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang
TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan
pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja
perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi
belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi. dan jaringan untuk diberikan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.

« Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan
pemda guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang

dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.

Belanja Barang

Belanja Jasa

Belanja Pemeliharaan

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Penunjang Otonomi Khusus™

Belanja Barang dan Jasa BOS™*

Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target
kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana
kerja pemerintah daerah;

2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan

4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada
pengajuan proposal dari calon penerima.

 Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.




‘ Belanja Barang & Jasa - Barang (2)

Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi
mengikuti ketentuan:

1) dianggarkan pada APBD mengikuti kansep /u// costing atau nilai barang yang dianggarkan
dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya
pembangunan  gedung negara berupa belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan
penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya
pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi
atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli
dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa
kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau
pertangqungan (professional indemmity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

c) biaya pengawasan teknis :
« berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi.

- Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan,
biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat
Laik Fungsi. penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional
indemmity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

« Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang
meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan
luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen
pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance). dan pajak
dan iuran daerah lainnya.

d) biaya pengelolaan kegiatan

« merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan
kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

« RBiaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk
keperluan honorarium staf dan panitia |elang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan,
bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya,
penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan
administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya
pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan
konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada
peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan
bangunan gedung negara.



‘ Belanja Barang & Jasa - Jasa

Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:

- Penganggaran jasa kantor

)

penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN
berdasarkan  keahlian/profesi  secara  spesifik  yang  dituangkan  dalam
perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan PUU

penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;

penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan
asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi
pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi
DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh PUL; dan

penganggaran kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang
daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa
pelaksanaan transaksi keuangan;

penganggaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe digunakan
untuk menganggarkan belanja gaji dan tunjangan Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis
Tinggi; dan Majelis Fungsional.

Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin,
sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan
irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan PUU

menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi
sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk
dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai
Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan PLL

menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability
paymenf) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada
badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan
kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai
dengan ketentuan PUL.



. Belanja Barang & Jasa - Jasa

Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara

)
2)

beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan PUL.

peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji
kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan PUU, dengan memperhatikan:

a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota
yang bersangkutan.

b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan,
dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas
sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.

penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan
kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam
ketentuan PLL.

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan
penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SOM Aparatur
atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtua/maupun fybrid

pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Diklat Pimpemdagri yang menduduki jabatan
kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan PUL.

pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai
jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemda provinsi dan
kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan
pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator
maupun pengawas pada instansi pemerintah.

mewujudkan good governance pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui
pendidikan dan pelatihan bagi APIP.

Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APRD TA 2025, untuk:

a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemda.

b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan
pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan
otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan

daerah).

c) diklat teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri. pengembangan kompetensi
teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L. sebagaimana amanat ketentuan PULI.

d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan
Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.

e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon
camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

f)  pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka

optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi,
dan TUK kabupaten/kota.

Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan
kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



. Belanja Barang & Jasa - Jaminan Kesehatan

Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

)

menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima
upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;

menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per
bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang
telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomar 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah daerah.

dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD,
kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang
didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:

a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan
dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan

b)  pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep

ADD,

memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pemotongan,
Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

pengembangan

pelayanan  kesehatan di luar  cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medica/
check up, kepada:

a)

Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak | (satu) kali dalam |
(satu) tahun, termasuk keluarga (I (satu) istri/suami dan 2 (dua)
anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan
pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak | (satu) kali dalam | (satu)
tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam
bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit
umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau
rumah sakit umum pusat terdekat.



. Belanja Barang & Jasa - Jaminan Kesehatan

* dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas
jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah:

a)

berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas
fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang
dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PRI
jaminan kesehatan untuk pembiayaan | (satu) TA;

menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah
penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan | (satu) TA;
menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar
secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang
Perawatan Kelas lll sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang
mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan | (satu) TA;

)

menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas luran Wajib bagi peserta Pekerja
Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP
Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan
iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan
pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;

dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada
tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
20723 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:

(I) menganggarkan iuran baik sebagian atau selurubnya bagi setiap penduduk yang
didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat
Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas Il selain PRU dan PBI;

(2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan
nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP pemerintah daerah dengan
BPJS Kesehatan gquna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan
nasional; dan

(3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara
Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan
berpedoman pada Pasal |2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor B Tahun Z018 tentang Administrasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan.



‘ Belanja Barang & Jasa - Jaminan Kesehatan

e Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau
seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN,
termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar
program JKN (skema ganda).

o kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai
skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:

a)

penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang
dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada
masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau
seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang

dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan

penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas
kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan
program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena
menunggak iuran.

penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas
kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.
dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung
didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU/BP
Pemerintah.

« kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan

bukan skema ganda, antara lain:

a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK)
sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;

b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif,
dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining
kanker serviks melalui pemerikaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan
skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;

) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambu/ance peserta
JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta
dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin
dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

d manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan

e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan
kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS
Kesehatan;



‘ Belanja Barang & Jasa - Pemeliharaan

*  Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BMD.

Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BENKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang
berpedoman pada:

[)  daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Rarang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Z) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam
negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah
diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.



> perjalanan dinas biasa digunakan untuk:
a.  pejabat negara

b.  pejabat daerah
c. ASN
d.  pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas

B I . B E'J P . I D (I) > standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau

Eldnja barang dSd - rerjdianan vinas pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai SHSR

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

« Belanja Perjalanan Dinas Biasa. perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas

* Komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.

« Belanja Perjalanan Dinas Tetap. perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh
tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

« Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;

b. perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara
selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

c. uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam pelatihan
atau diselenggarakan di luar kota.

« Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam
rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:

v' Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

v"  Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);

v" llang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

v"llang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transport, uang saku, dan vang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



‘ Belanja Barang & Jasa - Perjalanan Dinas (2)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

« Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. perjalanan dinas dalam rangka rapat,
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta
dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

v" Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota;

v' Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);

v" lang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

v lang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transport, uang saku, dan uang harian
mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

* Perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/82/83; dan
f.  mengikuti pendidikan dan pelatihan,
g. sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku
pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan
ketentuan:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik
perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri. dilakukan secara selektif,
frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran
dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan
Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi
banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan
perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



‘ Belanja Barang & Jasa - Perjalanan Dinas (3)

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi:

Uang Harian (lumpsum)

Uang Representasi (lumpsum)

Khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost)

Riaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost)

Riaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama biaya riil (at cost)

Riaya taksi biaya riil (at cost)

Riaya penginapan biaya riil (at cost)

untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gqubernur,
bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut
|ebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan qubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas
kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk Z
(dua) orang.

estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk
karena adanya kenaikan harga pasar.



Belanja Barang & Jasa - Uang Yang Diberikan
Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (1)

Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan
subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan
misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah
daerah, dalam bentuk:

)
2)
3)

)

pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
penghargaan atas suatu prestasi;

pemberian beasiswa kepada masyarakat; pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2027 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek
strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan PUL, dengan melakukan:

a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek
strategis nasional;

b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;

a)

B)
1),

8)

)

10)

)

12)

Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan
pengeluaran  anggaran  belanja  daerah  berupa pemberian uang kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi
pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk
dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.

TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;

uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi
pemerintah kabupaten/kota;

uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi
pemerintah kabupaten/kota;

uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi
pemerintah kabupaten/kota;

imbal Jasa Penjaminan Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan
berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7| huruf b angka 2
(dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.



13)

Belanja Barang & Jasa - Uang Yang Diberikan

Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (2)

belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan
non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membel;
daging pada saat momen menyambut hari-hari besar islam di Aceh yang sudah menjadi adat
bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-
Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun

200E.

14) jaminan Block Seat dalam dukungan mobilitas penerbangan; Berdasarkan Kerjasama

1)

antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan
kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung
konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau

bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam; Pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya lkan, dan
Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman
dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam.
Fasilitasi antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak
Laram;

Pengadaan  belanja jasa untuk  diberikan  kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah
guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan
misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan
dalam RKPD. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar
memperhatikan:

)  merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari rangkaian
pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan
dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;

7)  tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan
bantuan sosial;

3 memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD
terkait; dan

4 usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD
terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.



‘ Belanja Bunga & Imbalan Hasil

Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga
utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk
daerah.

Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja
Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan,
termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTL.

Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak
berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA
berkenaan.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan

pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.

Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban
dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.

Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan
kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah
yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian
penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Imbalan

«  Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan
atas penerbitan sukuk daerah.

«  Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan
perjanjian penerbitan sukuk daerah.

«  Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah
daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk
daerah.




‘ Belanja Subsidi

Kebijakan umum

belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan

subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS sebagai penyalur
kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.

subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS yang
menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau
jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya
kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.

BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan PUL sebagai penerima subsidi, terlebih
dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan PUL.

Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan
dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah,
ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan
peningkatan akuntabilitas subsidi.

dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat
dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan
untuk memberikan subsidi TA berikutnya.

penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material
atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan  wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

o Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik
negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.

o Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik
antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

[) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta
pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan PULL.

2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM
yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (% cost recovery) pemerintah
daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari
dewan pengawas sesuai dengan ketentuan PUL.

Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan
bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan

2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah
daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
T huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomar 7 Tahun 2021. Penganggarannya pada SKPD.

Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi

Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan
mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi
atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada
trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 20089.



‘ Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada:

pemerintah pusat

hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga

yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah
kerjanya pada provinsi;

b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan | (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai
kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam
Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko
Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan PUL

t) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan

d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak
dibiayai APBN.

pemerintah daerah lainnya

hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan PUL;

BUMN

hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan PLUL;

BUMD

hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima

pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan PUL. Hibah kepada BUMD

tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

« Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

a)

hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
(I) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan PLL;

(2) vyang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

(8) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait
sesuai dengan kewenangannya.

hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan PUU atau
organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan
ketentuan PLL,

hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
(I) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
(2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(I) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang
sesuai dengan ketentuan PUL;

(2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan

(8) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.



‘ Belanja Hibah

o partai politik

a)

pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi
di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan PUL.

bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang
perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal & Peraturan Pemerintah
Nomor a Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 0 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Permendagri Nomar
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai
bantuan keuangan kepada partai palitik berdasarkan Pasal 7 PP Nomor a Tahun 2008, pemda
mencantumnkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat
provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kata.

f)  penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan
Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 0 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politk bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan
politik berkaitan dengan kegiatan:

() pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-
Undang Dasar (943, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;

(2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun
etika dan budaya politik; dan

(3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

g)  Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  Tahun 2009, bantuan
keuangan partai palitik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

« Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai
dengan Pasal 90 UU Nomor B Tahun 2014 tentang Desa.

* Koperasi
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a UU Nomor |7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

« lsaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan
dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

T huruf b angka 2 PP Nomar 7 Tahun 2021.



. Belanja Hibah

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1)
2)
3)

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

tidak terus menerus setiap TA, kecuali:

a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b)  badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) partai politik dan/atau

d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan

atau berkelanjutan setiap TA.

memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

memenuhi persyaratan penerima hibah.

Alokasi anggaran belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah
mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari
calon penerima hibah dengan memperhatikan:

1)
2)

kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan
pEnggunaan;

memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
waijib dan urusan pemerintahan pilihan; dan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

)
2)

belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;

belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka
menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.

belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan
pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:

1)

Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materil meliputi aspek legalitas,
administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian
calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek
administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas
dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi
hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan,
memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan
kemampuan keuangan daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi
anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah
dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoringdan evaluasi hibah, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Hibah

« Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

)

2)

dianggarkan pada APBD mengikuti konsep 7/ costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh
komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya
pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

a)
b)

biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan,
biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggunaan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran,
asuransi atau pertangqungan (grofessional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa
peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan
digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya. penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung
negara.

biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan
klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.



‘ Belanja Bantuan Sosial -

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.

Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok. dan/atau masyarakat yang mengalami
keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan PUL.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian | Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: .

[) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko
sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan

Z) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain |
yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

* Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari
krisis sosial. krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

 Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

o Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan
sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.

selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko
sosial;

memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

v' rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

v' perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

v pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

v’ jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

v' penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

v' penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan
kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.



Bantuan sosial terdiri dari:
v" bantuan sosial yang direncanakan

v" bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

. Belanja Bantuan Sosial

Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal
dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial
berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan
bantuan sosial.

RBantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan
akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam
belanja tidak terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan

oleh SKPD terkait.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi
pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena
alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-
undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai
pengelolaan keuangan daerah.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
bantuan sosial yang diterimanya.

o Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar
dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.

o Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program. kegiatan dan
subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD
terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial
dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

)

2)

3)

kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran,
dan tujuan penggunaan;

tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

o Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan
ketentuan:

)

2)

evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil
meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan
daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek
penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi
meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran
pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian
sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial
meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan
dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran
dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan
keuangan daerah.




‘ Belanja Bantuan Sosial

Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan
gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

o dianggarkan pada APBD mengikuti konsep 7/ costing atau nilai barang yang dianggarkan
dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun
aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

 komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan
penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan
konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan
kegiatan.

a)

b)

biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan
dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi
honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan,
pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun
luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity
imsurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

c)

biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen
konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan
gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan
tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa
peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya
komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi. penyiapan dokumen pendaftaran,
asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran
daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang
digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan
gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan
penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya
rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat
laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk
membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara.
Riaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan
untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses
pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman
kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya
pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan
konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada
peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan
bangunan gedung negara.



o Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk ¢ Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung demgan o Nilaj aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja

peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan PULL
o Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau

oengembangan sistem infarmasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan PULL * Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan

pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan
aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

‘ Belanja Modal (1)

Belanja Modal Hewan
Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Rambu-Rambu EE:Z:}Z mj:: E;“nt;rf:n”"'ﬂ”
o Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Olahraga Belania Modal Barang Koleksi Non Budaya
»  Belanja Modal Tanah BLUD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS™ Belana Madal Aset Tetap Dalam Renvas
o  Belanja Modal Peralatan dan Mesin o  Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Belania Modal Aset Tidak Berwuiud
o  Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Belania Modal Aset Tetap Lainnya BOS™
o  Belanja Modal Alat Angkutan o Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belania Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
o  RBelanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Bangunan Gedung Belania Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
o Belanja Modal Alat Pertanian »  Belanja Modal Monumen Tl o e
RBelanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Bangunan Menara Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
»  Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar o Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Belania Modal Aset Lainnya BLUD
o Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
o  Belanja Modal Alat Laboratorium o  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
o  Belanja Modal Komputer »  Belanja Modal Jalan dan Jembatan
o Belanja Modal Alat Eksplorasi o  Belanja Modal Bangunan Air
»  Relanja Modal Alat Pengeboran Belanja Modal Instalasi
o Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | | Belanja Modal Jaringan
o  Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
o Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja e  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
o Belanja Modal Alat Peraga Belanja Modal Bahan Perpustakaan
o  Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/0lahraga




« Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas
minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam
belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘ Belanja Modal (2)

Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti
ketentuan:

o dianggarkan pada APBD mengikuti konsep 7/ costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam
belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya
pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai siap digunakan.

* komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran
belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan
teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau

c)

biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen
konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara.
Riaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi
dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat,
perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi,
penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity
imsurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan
biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi
pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga
penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa
kendaraan, biaya rapat, perjalanan |okal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen
sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan
(professional indemmnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan
kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan:
honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan
alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan
laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen
pendaftaran bangunan gedung negara.

penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga © biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya
pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya
rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan
(professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:

1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




o  BIT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia
(IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko
bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh indonesia.

‘ Belanja Tidak Terduga (1)

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

«  pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang
dapat menggangqu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e  keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

() belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam TA yang berkenaan.

(2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢)  pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d)  pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

«  pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

e bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena
alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (I) Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pekerja Sosial.



Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang
APBD TA 2025.

‘ Belanja Tidak Terduga (2)

Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:

1)

3)

melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang
bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum
dilaksanakan/direalisasikan;

melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau
belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau

memanfaatkan kas yang tersedia.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan dan untuk mendanai keperluan mendesak
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta
belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

)

2)

dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA
pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APRD
TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA
2075.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan
sebagai berikut:

1)
2)

kepala SKPD mengajukan RKR paling lama | (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama | (satu) hari
terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:

[)  kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk
konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan PUL

2)  berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja

(RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD): dan

3)  berdasarkan RKB. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan
sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat | (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam
rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya,
diatur ketentuan:

[)  penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana
alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)  pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat
bencana dan pasca bencana, meliputi:

a) tanggap darurat, antara lain:

)
2)
3)
(4)
(@)
(B)

pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
penentuan status keadaan darurat bencana;

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.

b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.



. Belanja Tidak Terduga (3)

Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindaklanjut
kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah
dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:

)

terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan
hasil sidak pasar atau /mamitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang
melaksanakan urusan terkait inflasi;

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan
inflasi;

hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan
pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan
kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan
gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar
dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil
komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;

berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD): dan

berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada
Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat |
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau

kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

restrukturisasi kredit; restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
rekonstruksi usaha; rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah
sarana produksi.

bantuan modal; bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk
hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

bantuan bentuk lain. bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan
UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa
kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda
dengan harga pemantfaatan yang terjangkau,

melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan
belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman
dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.



Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

)

pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan

Z) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘ Belanja Transfer - Bagi Hasil

« Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.

« Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor B Tahun 2014 tentang Desa,
dengan ketentuan:

[)  besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa dianggarkan secara bruto;

2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap
bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
dan

3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan
retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan
kepada pemerintah desa pada TA 202a.

o Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKR sampai dengan TA
2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan
kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi. kodefikasi dan nomenklatur pada

TA2024.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

[)  hasil penerimaan PRBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;

2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%:; dan

3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 00%. Khusus untuk
penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada | (satu) wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan sebesar 80%,

dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.

Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:

[) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan
daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan
hasil pendapatan pajak daerak;

d) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025; dan

4)  dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah
pravinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.




« Relanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
o Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

« RBelanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh PUL,

kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan PUL.

. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

bantuan keuangan antardaerah provinsi;
bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;

bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar
wilayahnya;

bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;

bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.

Bantuan keuangan terdiri dari:

[) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintah desa penerima bantuan; dan

2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus waijib
mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD. pemerintah daerah penerima bantuan keuangan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam
jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:

[) paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APRD TA berjalan
yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor B Tahun 2014 tentang
Desa;

2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan

tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan PUL

4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa
sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (2) UU Nomor B Tahun 2014 tentang Desa;

a) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit /12 dari kewajiban ADD yang harus
dianggarkan; dan

B) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100%, pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa
menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.

o ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum
tercakup dalam kepesertaan JKN.

 Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa

dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber
pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e UU Nomar B Tahun 2014 tentang Desa.

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.




‘ Kebijakan Pembiayaan Daerah

« Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

« Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek. dan
subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

« Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

« Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

. Pelampauan Penerimaan PAD

— Penerimaan Pembiayaan Daerah

. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

. Penghematan Belanja

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan

. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD

. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN

. Sisa Belanja Lainnya

. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi

. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Angaaran BLUD

. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat

Pencairan Dana Cadangan

. Penerimaan Kembali Dana Berqulir kepada BLUD

. Pencairan Dana Cadangan

. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**

. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD

. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk™**

. Divestasi BLUD

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah™*

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat™*

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah™*

Penerimaan Pinjaman Daerah™

. Pinjaman Daerah™*

. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat™

. (bligasi Daerah™*

. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain®

. Sukuk Daerah™*

. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKR)*

. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*

. Pinjaman Daerah dari Masyarakat™

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktitkan.



Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Gadangan

o Pembentukan Dana Cadangan

o Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**

o Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk™*

Penyertaan Modal Daerah

e Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (RUMN)

»  Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (RUMD)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempao

o Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

o Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat

Pemberian Pinjaman Daerah

e Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

e Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

»  Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD

o Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN

o Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi

e Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

e Pemberian Pinjaman-Dana Berqulir melalui BLUD

Pengeluaran Pembiayaan Daerah W

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

o Pinjaman melalui BLUD

e |nvestasi BLUD

Pembentukan Dana Abadi**

e Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah™*

o Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah™*

e Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat™*

Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah™*

e Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah™*

e Pembelian Kembali Obligasi**

e Pembelian Kembali Sukuk™*

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktitkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktitkan.
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PENERIMAAN PEMBIAYAAN

e Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan
dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan
daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam | (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan
pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban APRD.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD
dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas
rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai
|ain-lain PAD yang sah.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan

prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam | (satu) Tahun Anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:

[)  dana alokasi khusus;

Z)  pinjaman daerah; dan

3)  penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana

cadangan. peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat:

[)  penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2)  program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3)  besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke
rekening dana cadangan;

4)  sumber dana cadangan; dan

) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah
tentang APRD.

Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran
berkenaan.
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Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan e  Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
 Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
» Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam peraturan kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Penarikan pokok DAD dapat dilakukan dalam hal daerah mengalami kondisi e  Pemerintah daerah dapat membentuk DAD.

darurat. » Pembentukan DAD bagi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 Kondisi darurat merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan [) mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan
perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat Z) memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
dan pemerintahan daerah. » Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda.
* Penarikan pokok DAD dilakukan setelah daerah mengajukan usulan penarikan e  Pemerintah daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria:
pokok DAD dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan [) memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
urusan pemerintahan di bidang keuangan. Z) kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah
o Dalam memberikan persetujuan, menteri yang menyelenggarakan urusan terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
pemerintahan di bidang keuangan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi
dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. DAU sesuai dengan ketentuan PUL.

o Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai ketentuan PUU dapat membentuk DAD.
Pembentukan DAD dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD.
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o Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan e Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e Peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan
peraturan daerah tentang APBD.
e Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali
diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
e Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:

[. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan
investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.

2. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional,
serta ditetapkan oleh kepala daerah.

3. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

4. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

0. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah
melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
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o Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan e Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Daerah dapat menambah modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut
dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah
dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana

dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi Ziapital Adequacy Ratio (CAR).

 Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3| Desember 2024.

e Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham | (satu) daerah dibawah al% (lima puluh
satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit al% (lima
puluh satu persen) paling lama 4 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka
panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.

o Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga
keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan atau lembaga keuangan lainnya.

e Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainasle Jevelopment boals (SDG's) Tahun 20725 yaitu
cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di
wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar
[a% (lima belas persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal
Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

e Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana
sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu,

n_.._. -+ L D___L I *r 1 rPQ- Ly o et

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
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o Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar ¢ Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan
kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya. sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari

e Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan
menjadi kewenangan daerah B T T

n toh dagrah di akuk b | fari pihak | , o Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang
* remerintan daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pinak luar negeri. yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan

« Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah. selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTL.

» Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah. o Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang,

o Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam | (satu) TA terlebih dahulu kepala daerah dapat melakukan pelampauan atau penambahan pembayaran mendahului perubahan
mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APRD. APBD. dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APRD TA 2025 dan diberitahukan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025

7 el ) i et il e vt 5 e P e atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala
daerah dapat melakukan pembiayaan melehihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui  Pembelian Kembali Dbligasi -
DPRD dan dilaparkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. e Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan.

ey g A v ) peETEE s e 4l el o [bligasi Daerah yang dibeli kEI.'I'IhB|I.dI|JI?F|EIkLIkEI'I sebagai pﬂlupasan atas Obligasi Daerah.tarsahut.
_ _ _ , _ _* Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan
sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.  Pembelian Kembali Sukuk

« Pembiayaan utang daerah terdiri atas: o Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan.
. pinjaman daerah; o Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.
7. obligasi daerah; dan * Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri

3 sukuk dagrah. keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.
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* Pinjaman daerah pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu
perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

» [bligasi daerah dan sukuk daerah,

[) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka: a). pembiayaan
pembangunan infrastruktur daerah; b). pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau c).
penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan
obligasi daerah dan sukuk daerah.

Z) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan
Menteri.

d) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan
infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

4) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah memedomani ketentuan Undang-undang Nomar |
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional.

o Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.

o Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan
berakhirnya kewajiban.

 Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang
daerah. kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama b (enam) bulan.
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PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELLIARAN PEMBIAYAAN

o Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan
lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD
yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menter:.

* Pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Any Question?

“sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia” #2mad)
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